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PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Medan yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

perdata  pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  umur  31  tahun,  agama  Islam,  Pekerjaan  ibu  rumah  tangga,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat

kediaman di  Jalan xxxxx,  Kelurahan xxxxx,  Kecamatan

xxxxx, Kota Medan, sebagai Penggugat; 

Melawan

Tergugat,  umur  29  tahun,  agama  Islam,  Pekerjaan  Buruh  Harian  Lepas,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat

kediaman di  Jalan xxxxx,  Kelurahan xxxxx,  Kecamatan

xxxxx, Kota Medan, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 04

Agustus 2023, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang

sah  menurut  hukum  dan  sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  agama  Islam.

Perkawinan  Tersebut  dilangsungkan  pada  tanggal  07  Februari  2014

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  Medan Deli,  Kota

Medan, sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. 135/37/II/2014

tertanggal 10 Februari 2014;
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2. Bahwa  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa pada saat  perkawinan dilangsungkan Penggugat  berstatus

Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama di rumah kontrakan di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan

xxxxx, Kota Medan dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul/melakukan hubungan

sebagai suami istri (ba’da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak

yang bernama :

 Xxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 25 Juli 2014;

6. Bahwa  kebahagiaan  yang  dirasakan  Penggugat  setelah  berumah

tangga dengan Tergugat  berlangsung lebih  kurang 5 tahun,  ketentraman

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat

dengan  Tergugat  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus sejak bulan Juli 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya

antara lain;

 Tergugat tidak  terbuka  dalam  menjalani  hubugan  rumah  tangga

dengan Penggugat ;

 Tergugat selalu egois, dimana Tergugat tidak pernah mendengarkan

Penggugat sebagai seorang istri;

 Tergugat  tidak  perduli  dengan  Penggugat  dan  anak  kandung

Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa puncak dari percekcokan Penggugat dengan Tergugat terjadi

pada  bulan  Januari  2020,  yang  dimana  Tergugat  dengan  Penggugat

bertengkar dikarenakan Tergugat menuduh Pengugat berselingkuh dengan

laki-laki  lain.  Penggugat  sudah  menjelaskan,  akan  tetapi  Tergugat  tetap

tidak percaya dan tetap menuduh Penggugat. Tergugat marah-marah dan

membentak  Penggugat.  Setelah  kejadian  tersebut,  Tergugat  langsung

keluar dari rumah dengan membawa baju Tergugat. Tergugat tidak memiliki

rasa bersalah dan tidak ada usaha untuk memperbaiki  rumah tangganya
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dengan Penggugat,  sehingga sejak  saat  itu  Penggugat  dengan Tergugat

telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana

layaknya suami istri;

8. Bahwa  atas  permasalahan  dan  kemelut  rumah  tangga  yang

dihadapi,  Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga

Penggugat  dan  Tergugat  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi

menyelamatkan  perkawinan,  namun  usaha  tersebut  tidak  membuahkan

hasil;

9. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana yang  diuraikan diatas  sudah sulit  dibina  untuk  membentuk

suatu  rumah tangga yang  sakinah,  mawaddah wa  rahmah sebagaimana

maksud  dan  tujuan  dari  suatu  perkawinan,  sehingga  lebih  baik  diputus

karena perceraian;

10. Bahwa Penggugat  juga  mohon ditetapkan sebagai  pemegang hak

hadhanah (pemeliharaan)  atas anak hasil perkawinan Penggugat dengan

Tergugat tersebut diatas dengan alasan;

a. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat selama ini berada dibawah

asuhan Penggugat;

b. Bahwa  Penggugat  tetap  ingin  anak  kandung  Penggugat  dengan

Tergugat  berada  dibawah  asuhan  Penggugat  dan  memiliki  kekuatan

hukum jika terjadi sesuatu dikemudian hari;

c. Bahwa  anak  tersebut  masih  dibawah  umur  yang  tentunya

membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu;

d. Bahwa Pengggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan

pengasuhan;

11. Bahwa  oleh  karena  hak  asuh  anak  yang  bernama Xxxxx,

perempuan, lahir pada tanggal 25 Juli 2014, kepada Penggugat  untuk itu

Mohon Majelis Hakim menghukumkan kepada Tergugat  untuk membayar

Nafkah anak tersebut diatas sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan sampai

anak dewasa dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
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Berdasarkan  dalil  dan  alasan-alasan  tersebut  diatas,  maka  dengan  ini

Penggugat  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Medan cq.  Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

persidangan,  kemudian memanggil  Penggugat  dan Tergugat  untuk  diperiksa

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat  (Tergugat) Terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama Xxxxx, perempuan, lahir

pada tanggal 25 Juli 2014 kepada Penggugat;

4. Menghukumkan  Tergugat   untuk  membayar  biaya  nafkah  dan

pendidikan anak Penggugat  yang bernama Xxxxx, perempuan, lahir pada

tanggal perempuan, lahir pada tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 1.000.000

setiap bulan kepada Penggugat  setiap tanggal  03 (tiga) dengan kenaikan

sepuluh persen setiap tahun;

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson

datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah

menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir

di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Penggugat supaya

menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil

karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  kemudian  persidangan  dilanjutkan  pada  tahap  pemeriksaan

perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat

gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat akan tetapi Penggugat

secara lisan menyatakan mencabut dalil gugatannya pada posita 11 dan petitum
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4 mengenai biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir  di  persidangan,  maka

tidak  dapat  didengar  jawaban  darinya  untuk  membantah  dalil  gugatan

Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  atas  nama Penggugat  dan Tergugat

Nomor  135/37/II/2014  yang  dikeluarkan  oleh  yang  dikeluarkan  oleh

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Medan  Deli,  Kota  Medan

pada  tanggal  10 Februari 2014,  yang  telah  dinazagellen  dan  telah

sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor 1271-LU-

04050314-0227 yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan

dan Catatan Sipil  Kota Medan pada tanggal  06 Agustus 2014,  yang

telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi: 

    1. Xxxxx, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak

bekerja,  beralamat di  Jalan xxxxx,  Kelurahan xxxxx,  Kecamatan xxxxx,

Kota  Medan,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  dan  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama  di  rumah  kontrakan di Jalan  xxxxx,  Kelurahan  xxxxx,

Kecamatan xxxxx, Kota Medan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun

damai, tetapi sejak bulan Juli 2019 mulai terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena

Tergugat bersifat  egois dan  tidak terbuka dalam menjalani hubugan

rumah tangga dengan Penggugat serta Tergugat tidak perduli dengan

Penggugat dan anak;
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- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020 karena

Tergugat menuduh Pengugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sejak

saat  itu  Tergugat  dengan  Penggugat  telah  pisah  rumah  dan  tidak

pernah menjalin hubungan sebagai suami istri;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar

saat berkunjung ke tempat tinggal mereka;

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

tetapi tidak berhasil;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tinggal dan

diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  adalah  ibu  yang  baik  dan  mampu  merawat

anaknya;

2.  Xxxxx,  Umur 56 tahun,  Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga,  beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan

xxxxx,  Kota  Medan, di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  dan  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama  di  rumah  kontrakan di Jalan  xxxxx,  Kelurahan  xxxxx,

Kecamatan xxxxx, Kota Medan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun

damai, tetapi sejak bulan Juli 2019 mulai terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena

Tergugat bersifat  egois dan  tidak terbuka dalam menjalani hubugan

rumah tangga dengan Penggugat serta Tergugat tidak perduli dengan

Penggugat dan anak;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020 karena

Tergugat menuduh Pengugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sejak

saat  itu  Tergugat  dengan  Penggugat  telah  pisah  rumah  dan  tidak

pernah menjalin hubungan sebagai suami istri;
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- Bahwa  saksi  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar

saat berkunjung ke tempat tinggal mereka;

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

tetapi tidak berhasil;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tinggal dan

diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  adalah  ibu  yang  baik  dan  mampu  merawat

anaknya;

Bahwa  terhadap  keterangan  saksi-saksi  tersebut Penggugat  telah

membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang

pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil  gugatan Penggugat serta mohon

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal  yang

tercantum  dalam  Berita  Acara  Sidang  yang  merupakan  bagian  yang  tak

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang,   bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah

dan terakhir  diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

perubahan Kedua Atas Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama,  Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari  sidang yang telah ditentukan, Penggugat

hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim

orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara

resmi  dan  patut  untuk  hadir  dan  tidak  ternyata  tidak  hadirnya  Tergugat

disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan

dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan
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tetapi  tidak  berhasil,  dan  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam

persidangan,  maka  tidak  dapat  dilaksanakan  mediasi,  dengan  demikian

ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016

telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  pokok  perkara  ini  adalah  Penggugat  mengajukan

gugatan cerai dengan alasan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara

Penggugat dan Tergugat dan Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang

hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  86  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  gugatan

penguasaan/pemeliharaan  anak  (hadhanah)  dapat  diajukan  bersama-sama

dengan gugatan perceraian, oleh karena itu secara formil dapat diterima;

Menimbang,  bahwa majelis  terlebih dahulu mempertimbangkan tentang

gugatan perceraian;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  masalah  dalam  perkara  ini  adalah

Penggugat  ingin  bercerai  dengan  Tergugat  dengan  alasan  telah  terjadi

pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat  dan telah

pisah rumah sejak bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan SEMA No 9 Tahun 1964

tentang  putusan  verstek,  majelis  hakim  tetap  membebani  Penggugat  untuk

membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  alasan  gugatannya  Penggugat

mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang,  bahwa  meskipun  tidak  ada  yang  keberatan  terhadap

keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena bukti

satu-satunya  perkawinan  adalah  akta  nikah  sebagai  probationis causa,

sebagaimana  diatur  dalam Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam,  maka

Majelis  Hakim  berpendapat  Penggugat  tetap  wajib  membuktikan  dengan

kutipan akta nikah;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), bukti P.2

(Kutipan Akta Kelahiran) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat

formil  pembuktian  karena bukti  tersebut  merupakan akta  otentik,  bermeterai

cukup  dan  cocok  dengan  aslinya dan  adapun  secara  materil  akan

dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  membuktikan  bahwa  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  sebagai  suami  isteri  yang  menikah  tanggal  07

Februari 2014, oleh karenanya Penggugat menjadi pihak yang berkepentingan

dalam perkara ini (persona standi in yudicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 membuktikan anak Penggugat

dengan Tergugat bernama Xxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 25 Juli 2014,

oleh karenanya Penggugat dipandang patut meminta hak asuh terhadap anak

tersebut;

Menimbang,  bahwa  dua  orang  saksi  yang  dihadirkan  oleh  Penggugat

telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan

sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  terhadap  dua  orang  saksi  yang  diajukan  oleh

Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah

memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut

tata  cara  agama  Islam  dan  disamping  itu  tidak  terhalang  untuk  didengar

keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan

orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai

dengan ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun

1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan

saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi

tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa

yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut

sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut

Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  keterangan  saksi-saksi  tersebut  adalah

sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai  relevansi  dengan dalil  gugatan
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Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi  tersebut secara materil

dapat  diterima  dan  dijadikan  sebagai  bukti  yang  sah  untuk  mendukung

kebenaran dalil-dalil  gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308

ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg; 

Menimbang,  bahwa  dari  pembuktian  yang  diajukan  oleh  Penggugat

tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah

dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx, perempuan, lahir

pada tanggal 25 Juli 2014;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2019

sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran dan puncaknya sejak

bulan Januari 2020 sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah

pisah rumah dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi; 

- Bahwa  anak  Penggugat  dengan  Tergugat  sampai  saat  ini  tinggal

bersama  Penggugat  dan  Penggugat  mampu  untuk  memelihara  anak

tersebut, karena Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak cacat moralnya;

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  untuk  mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  maka

dapatlah  ditafsirkan  bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dengan

Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur

terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (Broken

Marriage), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu

dan tetap memaksakan suami isteri  tersebut  untuk tetap tinggal  dalam satu

atap,  bukanlah  kedamaian  dan  kebahagiaan  yang  akan  tercapai,  tetapi

sebaliknya  akan  dapat  menyebabkan  tekanan  batin  (stress)  dan  kerusakan

mental (Mental Dis order) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah

tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga

(rumah  tangga)  yang  bahagia  saling  sayang  menyayangi  dan  saling  cinta

mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum
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Islam di  Indonesia Tahun 1991 jo.  Pasal  1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

mungkin  lagi  untuk  mewujudkan  tujuan  rumah  tangganya  dan  tidak  ada

harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan

perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan

menimbulkan  kemudharatan  bagi  kedua  belah  pihak.  Sedangkan

kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam

kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

يزال  الضرر

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  gugatan  Penggugat  telah

terbukti dan memenuhi maksud  Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun

1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan

dengan  diktum  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  terhadap

Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  telah  mencabut  dalil

gugatannya  pada  posita  11 dan  petitum  4  mengenai  biaya  nafkah  anak

Penggugat  dan  Tergugat,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  berpendapat  dalil

gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  cerai  Penggugat  telah

dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (hak hadhanah)

dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  masalah  hak  asuh  anak  (hak  hadhanah)  haruslah

didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan prinsip

yang  dianut  dalam  Undang-Undang  Nomor:  23  tahun  2002  tentang

perlindungan anak;

Menimbang bahwa, selain itu di  dalam Pasal 105 (a) Kompilasi  Hukum

Islam menyebutkan: Apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang
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belum mumayyiz  atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya,  hal  ini

sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

لم     ا م ه ب ق اح ت ان

تنكحى

Artinya: …Kamu (ibu) lebih baik melakukan hadhanah (pemeliharaan) terhadap

anak,  selama kamu (ibu)  belum menikah lagi  dengan laki-laki  lain.

(HR. Ahmad dan Abu Daud.

Menimbang  bahwa,  dari  fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  bahwa

setelah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  berpisah  tempat  tinggal,  anak

Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  telah  secara  riil  selama  ini  ikut  tinggal

bersama  Penggugat  dan  tidak  pula  ada  indikasi  yang  mengarah  kepada

gugurnya  atau tidak  layaknya  Penggugat  sebagai  pemegang hak hadhanah

dan anak yang dimintakan hak pengasuhannya (hadhanah)  oleh Penggugat

adalah  anak  yang  belum  mumayyiz  dan  bilamana  dihubungkan  dengan

keterangan  saksi-saksi,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  Penggugat

dinyatakan telah berhasil membuktikan dalil permintaannya tersebut dan oleh

karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permintaan hak pengasuhan

anak  (hadhanah)  dari  Penggugat,  maka  Penggugat  ditetapkan  sebagai

pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah)  sebagaimana tersebut  dalam

diktum amar putusan ini;

Menimbang  bahwa,  meskipun  anak  Penggugat  dengan  Tergugat

ditetapkan  dibawah  pemeliharaan  (hadhanah)  Penggugat  selaku  ibu

kandungnya,  akan  tetapi  tidak  boleh  memutuskan  hubungan  komunikasi

dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk

berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama

Tergugat  pada  hari-hari  tertentu  yang  disepakati  bersama  serta  membantu

untuk  mendidik  serta  mencurahkan kasih  sayangnya  sebagaimana layaknya

bagi seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat  dibebankan membayar

semua  biaya  perkara  yang  jumlahnya  sebagaimana  tersebut  dalam  amar

putusan ini;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat).

4. Menetapkan  anak  Penggugat  dan  Tergugat  bernama  Xxxxx,

perempuan,  lahir  pada  tanggal  25  Juli  2014  berada  di  bawah  asuhan

(hadhanah)  Penggugat  sampai  anak  tersebut  dewasa/mandiri  dengan

ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu

dengan anak tersebut.

5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah M.H sebagai

Ketua Majelis,  Drs.  Muh. Amin, S.H.,M.H dan Drs. H. Sardauli  Siregar,  M.A.,

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis  tersebut

dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Suryani,  S.Ag

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Muh. Amin, S.H.,M.H Dra. Hj. Nikmah M.H
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. Panitera Pengganti,

Rita Suryani, S.Ag

Perincian Biaya:
1. Biaya Pendaftara/PNBP : Rp 30.000,00

2

.

Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00

3

.

Biaya Panggilan : Rp 800.000,00

4. PNBP Relaas : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 920.000,00
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) 
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